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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang 

amat vital sebagai penyangga ekonomi daerah dalam menciptakan 

pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Namun, pentingnya sektor ini belum 

diimbangi dengan kontribusi terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

nilai ekspor yang relatif masih rendah.
1
 Kondisi ini tidak terlalu mengejutkan, 

karena banyak studi  maupun data nasional menunjukkan kinerja UMKM 

relatif buruk dibandingkan dengan usaha besar, bahkan dengan UMKM di 

negara maju.
2
 

Rendahnya kinerja yang dihasilkan UMKM di Indonesiadisebabkan 

rendahnya kualitas sumber daya manusia atau dengan kata lain rendahnya 

kompetensi kewirausahaan.
3
 Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya 

pengembangan dan penguasaan ilmu pelaku UMKM dibidang manajemen, 

organisasi, teknologi, pemasaran dan kompetensi lainnya yang diperlukan 

dalam mengelola usaha.Terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Selain itu, 

kultur UMKM yang tidak profesional menjadi kendala tersendiri bagi 

peningkatan kualitas SDM. Disamping kondisi yang dihadapi oleh UMKM 

dengan latar belakang pendidikan pelaku UMKM rendah, sehingga sulit 
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memahami atau menguasai tentang cara meningkatkan kualitas dan standarisasi 

produk, memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat dan 

meningkatkan akses teknologi untuk pengembangan UMKM, meningkatkan 

akses promosi di dalam dan luar negeri, dan membangun jejaring bisnis global. 

Rendahnya kualitas SDM memberikan dampak terhadap rendahnya 

kinerja UMKM. Padahal SDM merupakan salah satu faktor utama dalam 

menentukan tingkat daya saing usaha untuk menghadapi perubahan lingkungan 

bisnis yang cepat, perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), dan pasar 

tunggal ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). SDM pada 

UMKM terutama pengusaha atau pemilik merupakan penggerak utama 

perusahaan. Kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan jiwa inovatif dari pengusaha 

yang didukung oleh keahlian atau keterampilan para pekerja adalah sumber 

utama peningkatan daya saing UMKM.
4
 

Globalisasi sebagai efek dari kemajuan teknologi dan informasi tidak 

dapat dihindari oleh manusia. Globalisasi umumnya diidentikkan dengan 

segala bentuk kemudahan sehingga manusia merasa lebih bebas dalam 

melakukan banyak hal, terutama dalam berhubungan dengan manusia yang lain 

untuk memenuhi kebutuhannya.
5
 Globalisasi juga merangsang manusia untuk 

terus meningkatkan kebutuhan mereka sehingga bentuk hubungan yang mereka 

jalin pun menjadi semakin kompleks. Dari yang dulunya hanya hubungan 

kemitraan dalam perdagangan yang masih sederhana, hubungan politik dan 

perebutan wilayah kekuasaan, sampai yang marak di era ini adalah kerjasama 
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ekonomi di kawasan tertentu bahkan dunia. Seperti yang dialami oleh 

Indonesia, setelah tergabung dalam kerjasama ASEAN Free Trade Area 

(AFTA) pada tahun 2003 lalu kini Indonesia telah masuk dalam kerjasama 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku mulai akhir tahun 2015.
6
 

Perjanjian-perjanjian kerjasama seperti ini akan mempermudah 

negara-negara yang ada di dalamnya untuk saling berinteraksi dalam kegiatan 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pertukaran barang dan jasa menjadi 

sangat cepat sehingga memicu adanya persaingan dalam kelompok. Mereka 

yang tidak siap dalam persaingan akan kalah dan menjadi pasar konsumen bagi 

yang lain. Dalam Surat Al-Hujuraat ayat 13 ditegaskan bahwa dalam 

menyikapi globalisasi, seorang muslim harus memiliki sikap takwa dan 

kemandirian serta ketertundukan kepada Allah SWT dalam keseluruhan 

tatanan kehidupan. Takwa tercermin dalam kekuatan di berbagai bidang 

kehidupan, seperti kekuatan akidah, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan 

ukhuwah dan sinergi, serta kekuatan pendidikan dan budaya.
7
 

Salah satu kewajiban pemerintah seperti termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum memberi makna 

bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan memikirkan nasib 

warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai negara yang menganut 

konsep welfire state (negara kesejahteraan), maka pembangunan nasional 

terutama pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar memperhatikan 

beberapa aspek yang ada di dalamnya termasuk aspek kependudukan dan 
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ketenagakerjaan. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan 

modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan yang berdasarkan 

Pancasila.
8
 

Memasuki kerjasama ekonomi Negara-Negara ASEAN melalui MEA 

tahun 2015 akhir, Indonesia menghadapi persaingan yang ketat baik di sektor 

barang maupun jasa. Ini berarti Indonesia harus meningkatkan daya saing baik 

mutu hasil produksi maupun jasa. Beberapa upaya telah dilakukan Indonesia 

untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Upaya tersebut meliputi strategi 

yang disusun Indonesia dan dilaksanakan per daerah otonomi di seluruh 

Indonesia. Strategi daerah tersebut antara lain:
9
 

1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, dengan cara;  

a. Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah  

b. Mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang dan jasa  

2. Mendorong investasi di daerah, dengan cara;  

a. Menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi 

proses perijinan investasi atau memulai usaha  

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola 

investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan 

perijinan 

c. Mengoptimalkan kinerja dan efektifitas pelayanan terpadu satu pintu 

(PTSP) 
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d. Meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target 

investasi  

3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah, dengan cara:  

a. Meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja di daerah (termasuk 

juga unit-unit pelaksana teknis pelatihan kerja)  

b. Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan 

kualitas dan kompetensi kerja sumber daya manusia daerah sehingga 

diakui di dunia internasional  

 

 

4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah, dengan cara;  

a. Meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem 

transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, 

pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik 

untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia  

b. Mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam 

pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private 

Partnership (PPP).  

5. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dengan cara sinkronisasi 

kerangka regulasi, kebijakan dan program pusat dan daerah dalam 

menghadapi MEA.  

Dari kelima strategi Indonesia untuk menghadapi MEA diatas, 3 

diantaranya berhubungan langsung dengan kegiatan kewirausahaan di 

Indonesia, dan 2 lainya secara tidak langsung juga berhubungan dengan 
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kegiatan kewirausahaan. Hal ini dikarenakan pentingnya peran wirausaha 

dalam meningkatkan perekonomian nasional, terlebih dalam masa persaingan 

global seperti MEA ini. Untuk itu, pengembangan kemampuan wirausaha di 

Indonesia menjadi sangat penting. Jika wirausahawan di Indonesia sampai 

kalah kompeten dari wirausahawan asing, maka yang terjadi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesian pun juga akan mengalami kemunduran. 

Pengembangan kemampuan wirausaha, dapat dilakukan dengan 

banyak cara, salah satunya dengan pendidikan wirausaha. Namun, pendidikan 

kewirausahaan di Indonesia masih kurang memperoleh perhatian yang cukup 

memadai, baik oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak pendidik 

yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap dan perilaku wirausahawan 

sasaran didik, baik di sekolah-sekolah kejuruan, maupun di pendidikan 

profesional. Orientasi mereka pada umumnya hanya pada menyiapkan tenaga 

kerja. Selain itu, secara historis masyarakat kita memiliki sikap feodal yang 

diwarisi dari penjajah Belanda, ikut mewarnai orientasi pendidikan kita.
10

 

Sebagian besar masyarakat mengaharapkan output pendidikan sebagai 

pekerja, sebab dalam pandangan mereka pekerja (pegawai negeri) memiliki 

status sosial yang cukup tinggi dan disegani oleh warga. Berbeda dengan 

negara maju, di Amerika Serikat misalnya, sejak tahun 1983 telah merasakan 

pentingnya pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang berkenaan dengan 

pendidikan bisnis dapat dikatakan telah dilakukan pada setiap level pendidikan, 

mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan bisnis di 

Amerika Serikat meliputi pendidikan pekerja kantor, distribusi dan pemasaran, 
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dan pemahaman ilmu ekonomi. Pendidikan bisnis di Amerika Serikat 

diarahkan kepada:  

1. Menyiapkan siswa sebagai pekerja yang cakap dalam dunia bisnis  

2. Menyiapkan siswa sebagai pelaku bisnis yang handal 

3. Menyiapkan siswanya sebagai konsumen yang rasional 

4. Mengusahakan siswanya untuk menguasai ilmu ekonomi bisnis.
11

 

Pengembangan SDM yang berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan 

yang didesain sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang sangat diperlukan. Pelatihan adalah salah satu sarana 

agar seseorang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. 

Pelatihan itu sendiri merupakan suatu bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar 

sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan 

metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.
12

 Kompetensi yang 

jelas pun juga sangat diperlukan dalam pelatihan agar menghasilkan lulusan 

pelatihan yang berkualitas dan dapat diakui secara luas. 

MEA tidak harus menjadi kekhawatiran, justru ini menjadi peluang 

untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pasar Indonesia 

mencapai 250 juta orang, tetapi pasar ASEAN itu mencapai 625 juta orang. 

Melalui Kementerian Tenaga Kerja Indonesia telah menyusun setidaknya tiga 

strategi dalam menghadapi MEA. Diantaranya adalah percepatan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKNNI) di semua sektor. Serta percepatan penerapan 
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sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja dan wirausaha Indonesia yang diakui 

secara nasional dan internasional, dengan cara mengotimalkan peran Balai 

Latihan Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi di seluruh Indonesia. Hal 

tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan wirausaha Indonesia mendapatkan 

pengakuan di luar negeri. 

Di Jawa Timur sendiri, setidaknya sudah ada 16 balai latihan kerja. 

Salah satunya adalah UPT Pelatihan Kerja Tulungagung. Bersama dengan balai 

latihan kerja yang lainnya di Indonesia, UPT Pelatihan Kerja Tulugagung juga 

turut serta dalam usaha pemerintah mempersiapkan SDM di Indonesia (di 

Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya khususnya) untuk menghadapi 

persaingan global dengan mengadakan program pelatihan dan sertifikasi bagi 

masyarakat. Sertifikasi kompetensi kerja ini juga berlaku bagi masyarakat yang 

berprofesi sebagai wirausaha agar dapat pengakuan di luar negeri sehingga 

barang dan jasa yang mereka produksi juga mendapat pengakuan dari 

konsumen luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti lebih 

dalam tentang bagaimana “Peningkatan Kompetensi Wirausaha Muslim dalam 

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean melalui Pelatihan Kewirausahaan 

pada UPT Pelatihan Kerja Tulungagung tahun 2016”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian konteks penelitian masalah di atas, maka masalah 

pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:  



9 
 

 
 

a. Bagaimana Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang diterapkan UPT 

Pelatihan Kerja Tulungagung dalam meningkatkan kompetensi Wirausaha 

Muslim dalam Menghadapi MEA ?  

b. Bagaimana hasil pelatihan kewirausahaan pada UPT Pelatihan Kerja 

Tulungagung terhadap Wirausaha Muslim dalam menghadapi MEA ?  

c. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi UPT PK Tulungagung dalam 

meningkatkan Kompetensi Wirausaha Muslim ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang diterapkan UPT 

Pelatihan Kerja Tulungagung dalam meningkatkan kompetensi Wirausaha 

Muslim dalam Menghadapi MEA  

2. Mendeskripsikan hasil pelatihan kewirausahaan pada UPT Pelatihan Kerja 

Tulungagung 

3. Mendeskripsikan kendala dan tantangan yang dihadapi UPT Pelatihan Kerja 

Tulungagung dalam meningkatkan kompetensi wirausaha muslim 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi UPT Pelatihan Kerja Tulungagung 

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam strategi peningkatan 

kompetensi siswa untuk menghadapi persaingan dunia kerja serta sebagai 

bahan evaluasi teknis kelembagaan 

2. Bagi Pemerintah 
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Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kebijakan dalam memaksimalkan 

potensi UPT Pelatihan kerja sebagai solusi kesiapan sumber daya insani 

dalam menghadapi persaingan dunia 

3. Bagi lembaga IAIN Tulungagung. 

Sebagai bahan referensi bagi segenap civitas akademika dalam 

mengembangkan keilmuan, khusunya dibidang ekonomi yang berkaitan 

dengan manajemen sumber daya insani 

4. Bagi Peneliti 

Menjadi pengalaman dan salah satu bentuk kontribusi pemikiran terhadap 

manajemen sumber daya insani serta bukti pengetahuan yang kapan pun 

bisa dikembangkan 

5. Sebagai referensi atau pedoman bagi pendidikan formal. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Penegasan Konseptual 

a. Peningkatan: Perubahan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula 

berarti mempertinggi atau memperhebat. Hasil dari peningkatan dapat 

ditandai dengan tercapainya tujuan pada titik tertentu.
13

 

b. Wirausahawan Islam: wirausahawan adalah seseorang yang merubah ide 

menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai (harga). Sedangkan 

wirausahawan Islam adalah wirausahawan yang beragama Islam dan 

menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. 
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c. Kompetensi: kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) 

sesuatu.
14

 

d. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean): merupakan komunitas pasar bebas 

diantara negara-negara anggota Asean, meliputi sektor perdagangan dan 

tenaga kerja.  

 

2. Penegasan Operasional  

Yang dimaksud dengan “Peningkatan Kompetensi Wirausaha 

Muslim dalam Menghadapi MEA melalui Peltihan Kewirausahaan pada 

UPT Pelatihan Kerja Tulungagung” dalam penelitian ini adalah bagaimana 

peran Pelatihan Kewirausahaan pada UPT Pelatihan Kerja Tulungagung 

dalam meningkatkan kompetensi wirausaha muslim dalam menghadapai 

kompleknya persaingan Masyarakat Ekonomi Asean.
15

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi   

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian 

yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian 

awal memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, dan abstrak. 

Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:  
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BAB I  Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.  

BAB II  Kajian Pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka 

atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand 

theory) dan hasil dari penelitian terdahulu. Pembahasan 

dalam bab ini terdiri dari sub bab deskripsi teori mencakup 

teori-teori tentang MEA, wirausaha Islam, model-model 

pengembangan kompetensi  

BAB III  Metode Penelitian, berisi tentang rancangan penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, waktu penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV  Hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian meliputi sejarah, profil lembaga, struktur 

organisasi, dan pegawai-pegawai yang ada di UPT 

Pelatihan Kerja Tulungagung, temuan penelitian meliputi 

peranan UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam 

pengembangan kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam 

dalam rangka menghadapi MEA 2015 di Kabupaten 

Tulungagung dan hambatan-hambatan yang dialami oleh 

UPT Pelatihan Kerja Tulungagung dalam menjalankan 

peranannya, dan analisis data merupakan uraian tentang 

hasil analisis penulis dari data-data yang didapatkan, 
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meliputi bagaimana peranan yang telah dilakukan UPT 

Pelatihan Kerja Tulungagung dalam rangka pengembangan 

kompetensi nilai-nilai wirausaha Islam untuk menghadapi 

MEA 2015 di Kabupaten Tulungagung dan hambatan-

hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pelatihan Kerja 

Tulungagung dalam melaksanakan peranannya tersebut.  

BAB V  Pembahasan hasil penelitian yang memuat keterkaitan 

antara temuan penelitian dengan teori-teori besar yang 

diuraikan di kajian  

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan 

saran-saran. 

 

 


